BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang
merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen
dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha masih banyak
kecurangan yang berdampak sangat merugikan bagi konsumen,
yaitu dimana bila terjadi transaksi pihak pelaku usaha masih banyak
menyembunyikan kekurangan dan bahaya yang akan didapat oleh
konsumen bila dipakai, dan tidak sesuai dengan janji yang
ditawarkan oleh pelaku usaha.

Tindakan tersebut tentu saja menyebabkan pihak konsumen
akan mengalami atau menderita kerugian. Oleh sebab itu peristiwa-
peristiwva diatas menunjukan bahwa perlindungan bagi konsumen
masih sangat lemah, walaupu pemerintah sendiri berusaha
melindungi hak-hak bagi konsumen dengan dengan memberlakukan
UUPK dengan mengatur sanksi yang akan didapat oleh pelaku
usaha jika melanggarnya, namun dalam pelaksanaanya masih belum

terlealisasi dengan baik. Maka peraturan Presiden Pasal 67 Nomor
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103 Tahun 2011 tentang BPOM mengatur tentang pengawasan obat
dan makanan yang beredar di masyarakat.

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya Kota
Bandung dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal sudah
berjalan dengan cukup baik, dengan cara melakukan penyelidikan-
penyelidikan kepada pelaku usaha yang berbuat curang untuk
konsumen, dengan cara membuka laporan atau aduan masyarakat
sehingga BPOM lebih mudah untuk menjalankan tugasnya, selain itu
BPOM Kota Bandung berusaha mengembalikan PIRT(Perijinan
Industri Rumah Tangga), yang semula dikelola oleh Kota/Kab akan
dikembalikan lagi pada pusat (Provinsi). Sehingga peredaran atau
industri rumah tangga yang menjalankan usaha khusunya dibidang

kosmetik lebih bisa diawasi atau terpantau.

B. Saran

Berdasarkan permasalah yang timbul tersebut dan hasil penelitian

yang diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

a)

Bagi konsumen untuk lebih berhati dalam membeli suatu produk
khususnya dibidang kosmetik, mengingat dalam kondisi ini
konsumen tidak tidak mempunyai atau ilmu yang bisa mengetahui
kandungan-kandungan yang ada dalan suatu produk kecantikan
khususnya kosmetik. Maka angka untuk dirugikan pada pihak

konsumen akan sangat besar akibat kecurangan yang dilakukan



b)
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oleh pihak pelaku usaha. Berdasarkan itu untuk konsumen yang
akan melakukan transaksi atau membeli suatu produk kecantikan
alangkah baiknya untuk langsung mendatangi tempat yang resmi
atau produk-produk yang sudah terbukti layak untuk digunakan dan
tanpa akan menyebabkan efek samping yang berbahaya bila
digunakan oleh kita atau konsumen itu sendiri.

Bagi pihak pelaku usaha diharapkan agar tidak melakukan
tindakan melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang
berlipat, mengingat pada dasarnya pelaku usaha juga harus
mengetahui bahwa dala setiap melakukan transakasi, atau
membuat suatu produk ada hak-hak serta kewajiban pelaku usaha
dalam suatu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Bagi pihak yang berwenang menangani kasus pelanggaran hukum
pada konsumen atau melindungi kepentingan konsumen, agar lebih
berkerja keras dalam mengungkap setiap peredaran kosmetik
berbahaya yang beredar dipasaran. Disebabkan dengan kemajuan
zaman tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha
semakin modern dan sangat sulit untuk dijangkau atau

memushahkan peredaran kosmetik.
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